STRUKTUR ORGANISASI

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada
pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh
adat serta tokoh masyarakat lainnya.
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Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Kambang terdiri dari :

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS

2. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari
dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 2 (dua) Kepala Urusan, 2 (dua)
orang Staf, dan 2 (dua) Kepala Kampung Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS.

3. Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati,
memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS serta menginformasikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.

4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Nagari, Kasi, Kepala Urusan, Staf, dan Kepala
Kampung bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan dan
Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari

6. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Wali
Nagari dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada.

Lembaga yang ada di Desa / Nagari terdiri dari :
a) Badan Musyawarah (BAMUS) o
b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat B
c) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
d) Karang Taruna




